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TENTANG
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DENGAN RAl:-lM'A T TUH·.AN Y AN'O MARA ESA
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~
i,,Menimbang a. bahwa Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat

yang positif masih diakui keberadaannya dan telah

dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang

tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai Timur

sebagai ni lai-nilai dan cir i-ciri budaya yang menjadi

bagi an dari kepribadian Bangsa, maka perlu tetap

diberdayakan, dibina, dilestarikan, dilindungi dan

dikembangkan,

b. bahwa ni lai-rul ai dan cir i-ciri Budaya yang bernuansa

kepribadian Bangsa merupakan faktor strategis dalam

upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan
•

,-

semangat ba ngsa sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai

luhur Pancasi la dan Undang-undang Dasar 1945.

c" Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur

tentang Pernberdayaan, Pel estar ian, Perl indungan dan
.Pengernbangan Adat Istiadat dan Lernbaga Adat dalam

wi layah Kabupaten Kutai TilUUT.
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Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60" Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang

Perimbangan Keuangan Pemer intah Pusat dan Dacrah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan

Kota Bontang (Lembaran Ne gara Tahun 1999 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ~

Dengan Persetuj uan

DEWAN PERWAKI

.LAN RAKYA"[ DAERAH KABUPATEN

.- MEMUTUSI(AN'

Menetapkan PERATURAN

TENTANG

DAERAH KABUPATEN

PEMBERDA YAAN,
KUTAI TIMUR

PELEST ARIAN,

PERLINDUNGAN DAN P:ENGEMBANGAN ADAT

lSTIADAT DAN' LEMBAGA ADA T DAL_~M WILA YAH

KABUP ATEN KurAI TIMUR.

-
BAB I

KET'ENTUAN UMU'M

-
" Pasal 1

Dalam Per atur an Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pem er intah f)a'rah adal ah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Oton01TI yang lainnya sebagai Badan Esekutif Daerah .
..

b. Pemerintahan Daerah ada\ah Penyelenggara Peruerintahan di Daerah
, . yaitu Pernerintah Daerah dengan 'O'PRO me nurut asas Desentralisasi.

c. Bupati adal ah Bupati Kutai Timur. ._ ...
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d. Kecamatan adalah wi\ayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten. ,

e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk me ngatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam

sitem Perner intahan Nasi ona 1 dan berada di Daerah Kabupaten.

f. Kelurahan adalah wil ayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
.,

Kabupaten di bawah Kecam atan

g. Wilayah Adat Istiadat Wilayah kesatuan budaya tempat Adat Istiadat

itu hi dup, tumbuh dan berkernbang sehingga menjadi penyangga

keberadaan Adat Istiadat yang bersangkutan.

h. Adat Istiadat adalah seper angkat ni lai-nilai , norma ...norma, kaidah sosial

dan keyak inan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan

pertumbuhan dan perkernbangan masyarakat Desa yang masih dihayati

dan dipel ihara sebagai po la perilaku dalam kehidupan masyarakat

serempat.

i. Kebi asaan-keb iasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola

kegiatan atau perbuatan pos itif yang dilakukan o leh warga masyarakat

yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya

dapat bersumber pacta hukum adat atau Adat Istiadat yang diakui

kebebasannya o ieh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat
,

lainnya.

j. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kernasyarakatan baik yang.

sengaja d ib e ntuk m aupun yang secara wajar telah tumbuh dan

berkembang di dalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat

hukum adat tertentu dengan wilayah hUKll111 dan hak atas harta kekayaan

di dalam wi layah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang

mengatur , rnengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan
!

kehidupan yang berkaitan dengan Adat lstiadat dan hukum adat

setempat. :
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k. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya upaya dengan
•

mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dirn il iki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian,

pengetahuan, sistern nilai dan keterampilan kerja agar supaya kondisi

dan kerberadaan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan

Lembaga Adat dapat berkembang sehingga dapat berperan positif dalam

Pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan

sesuai dengan tingkat kemaj uan dan perkern bangan zaman.

I. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai
I

budaya \masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang. .

positif \ yang merupakan : inti Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan
,

masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaan tetap terjaga dan

berlanj ut.

m. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta

kekayaan Adat Istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan

hi dup masyarakat yang bersifat turun temurun sehingga tetap menjadi

khasanah budaya daerah maupun nasional.

n. Pengernbangan adalah upaya ter encana, terpadu dan terarah agar Adat

Istiadat , kebiasaan-kebiasaan m.asyarakat dan Lembaga Adat dapat

berkernbang sehingga marnpu m eningkatkan peranannya dalam

pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonorni yang

. terjadi .
•

o. Hak Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya
•

yang ada: dalam lingkungan hidup warga masyarakat scbagaimana

tercanturn: dalam Lembaran Adat yang berdasarkan hukum adat yang

berlaku dal am masyarakat atau persekutuan h uk urn adat tersebut.

p. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati
.

nurarn warga masyarak at yang tercermin dal am pola tindakan mereka

sesuai dengan Adat Istiadat dan pola sosial budaya yang tidak

bertentangan dengan kepent ingan nasional.

'.
,
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BAB IL

..

Pasal ·2

(1). Maksud di lakukan Pernberdayaan, Pelestarian,· Pengembangan dan
Perlindungan Adat Ist iadat dan Lembaga Adat guna mengatasi dan

menganti si pas i k ern un gk inan teigusurnya ni lai-n ilai Adat lstiadat yang

luhur akibat pengaruh arus mcdemi sasi dan globalisasi yang akan

.? )(- .

dapat menghi langkan j at i d iri dan ak ar buday a bangsa.

Tuj uan adalah mendoro ng, motivasi dan membangkitkan potensi yang

dim iliki o leh Lernbaga Adat serta berupaya untuk mengembangkan

dalam berbagai aspek terutama kepribadian, pengetahuan, system nilai

dan keterampilan kerja sehingga warga masyarakat setempat merasa

terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab at as kesejah.teraan

bidup masyarakat dan l ingkungannya .

..

BAB III

ORGANlSASl LE.MBAGA ADA'r

Pasal 3

-

(.1) Nama dan Bentuk Organi sasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap

jenjang Pernerintahan yang disesuaikan dengan Adat Istiadat dan

kebiasaan masyarakat , sebagai wadah atau forum kornunikasi,

konsultasi dln musyawarah tokoh-tokoh Adat dan pimpinan atau

pernangku adat.

(2) Pernbentukan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 m erupak an organisasi kemasyarakatan yang berada diluar

Or gan isas i Pemerintahan.

(3). Pr ogr arn Kerja dan Tata tertib ditetapkan oleh Or ganisasi Lernbaga

Adat yang dituangkan datum Anggaran Dasar I Anggaran Rumah
Tangga me \a! U1 111usy awar ah perigurus sesuai keb iasaan ...kebiasaan
yang ber ia k u seternpat.
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Pasal 4·
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•
(1) Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui masyarakat dipilih

melalui musyawarah mufakat sesuai adat Istiadat dan kebiasaan yang berlaku.

(2) Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang pemerintahan sesuai

keperluan dan tradisi setempat.

(3) Susunan Komposisi dan jumlah Pengurus Lembaga Adat dimasing - masing

jenjang pemerintahan terdiri dari :

KepalaAdar

Sekretaris

Pembantu - pembantu ( sebanyak 3 orang ).

(4) Kepala Adat Besar, Sekretaris dan Pembantu diangkat oleh Camat atas Nama

-

Bupati melalui usul Kepala - Kepala Adat bawahannya.

(5) Kepala Adat Desa, diangkat oleh Camat atas nama Bupati melalui usul Kepala

Desa. Sedangkan Sekretaris dan Pembantu Kepala Adat Desa diangkat oleh

Kepala Desa atau usul Kepala Adat.

(6) Kepengurusan Lembaga Adat ditetapkan 5 tahun dan dapat dipilih kembali

satu kali masa jabatan berikutnya .

•
Pasa1 5

(1) Musyawarah Lembaga Adat dapat dilaksanakan sesuai keperluan atau

sekurang - kurangnya sekali dalam satu tahun.

(2) Keputusan - keputusan Musyawarah Lembaga Adat menjadi pedoman semua

pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma _. norma yang berlaku

dapat dikenakan sanksi sesuai Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat

setempat.

Hasil musyawarah adat dituangkan dalam keputusan yang disampaikan(3)

secara berjenjang kepada :

a. Tingkat Desa Kepala Desa atau Kepala Kelurahan selanjutnya Kepala

Desa atau Kepala Kelurahan menyampaikan kepada Camat.

b. Tingkat Kecamatan kepada Carnat selanjutnya Carnat menyampaikan

kepada Bupati.-

..

c. Bupati menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

d. Gubeinur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri meialui
~ .

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.



(\ ) Hubungan k erja antar a Lernbaga Adat dengan Pemerintahan adalah

bersifat fungsional dan ko nsultatif.

('2) Apabi la di anggap per lu Pernerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa

atau Kepala Ke lurahan dapat menghadiri musyawarah Lembaga Adat
,-

sesuai dengan f'ungs inya dan dapat mernberikan penjelasan yang

diperlukan.

BABlV

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LE:NIBAGA ADAT

Pasa17

(1) Lernbaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi

permusyawaratan dan permufakatan Kepala Adat atau Pemangku Adat

yang berada di luar susunan or ganisasi pemerintahan.
'? '\-) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai ber ik ut :

r

a. Mcnampun g dan rnenyalurkan pendapat masyarakat kepada

pernerintah serta menye lesaikan perse lis ihan yang menyangkut

Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

b. Memberdayakan, melestar ikan dan mengembangkan Adat Istiadat

atau keb iasaan masvar akat yang pos itif dalam upaya memperkaya

budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam

penyelenggaraan Perner intahan, pelaksanan pernbangunan dan

pe mb inaan kernasyarakatan.

c. Menciptakan hubungan yang dernokratis dan harrnonis serta

obyektif antara Kepal a Adat atau Pemangku Adat dengan Aparat

Pe mer intah.

(.1) untuk menj alankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Lembaga

Adat mcrnpunya i f'uugsi melak sanakan kegi atan pendataan dalam

rangka menyusun keb ijak sanaan untuk mendukung kelancaraan

pe ny e le ng gar aa n pern er in ta hall, ke langs ungan pern bangunan dan

pembinaan ke masyar ak an.

,
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..,)(- Ji ka ada perbedaan an tara I..embaga Adat dan Aparat Pemerintah

diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat .,

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEW AJIBAN

(1) Lernbaga Adat mernpunyai 'flak dan Wewenang sebagai berikut :

a. Mewak il i masyarak at adat keluar yaitu dalam hal menyangkut

kepentingan yang mernpe ngaruhi adat.

b . Meng e lo la huk-hak adat dan harta kekayaan adat u.ntuk

meningkatkan kemajuan dar. tarat' hidup masyarakat kearah yang

leb ih baik.·

c. Menyelesaikan persel.isihan yang menyangkut perkata perdata dan

pidana ringan disetiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang

penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang ..

undangan yang berlaku.

i
I
I

I
I,
I
I
I

!
," j

•,
!

I
I
,
I

i,
•

(2) Lernbaga Adat berkewaj iaban untuk melakukan hal-hal sebagai

berikut :

a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pernbangunan dan pembina kemasyarakatan terutama

dalam pemanfaatan hak ...hak adat dan harta kekayaan Lembaga

Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan. masyarakat adat

setempat.

b. Memelihara Stab il itas Nasional yang sehat dan dinamis yang

dapat mernber ik an pe luang yang luas kepada aparat pemerintah

terutarna pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas

penyeienggaraan peruer intahan yang bersih dan berwibawa,

pelaksanaan pernbangunan yang lebih berkualitas can pembinaan

dan pernbinaan k emasyarakatan yang adil dan demokratis.

c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya

kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan

bangsa.
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'BAB Vl

PEMBER-OA YAAN~ .P.E-LES/~rARIAN· DAN l)-ENGEMBANGAN

Pasal 9
.'

Pernber dayaan, Pel estar ian, Pengernbangan Adat Istiadat dan

Lembaga Adat dilakukan bersarna dan difastlitasi oleh Pemerintah Daerah,

Camat, KepalaDesa J Kepal a Kel ur ahan, Kepala Adatl Pemangku Adat J

Tetua Adat I Pern imp in I Pe muk a Adat di wilayah adat dan masyarakat.

Pasal 10

(1) Dalam usaha melaksanakan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan

Adat Isti adat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada pasal 9

Kepala Adat I Pemangku Adat bersama Pemerintahan Desa dapat

berbagi kebijaksanaan dan atau 1angkah-langkah yang berdayaguna dan
,

.
•

berhasilguna setelah dimusyawarahkan dengan Pengurus Lembaga

Adat dan n1as1ar,akat.

(2). Kebijaksanaan atau langkah-Iangkah sebagaimana dimaksud pada ayat

1 disusun dalam bentuk Peraturan Desa sebagai pedoman bagi Aparat

Pelaksanaan bersama dengan Pemimpin atau Pemuka Adat.

e ,

•

Pasal 11

-

, ,Guna memantapkan pel aksanaan Pemberdayaan, Pelestarian,

Pembangunan serta per lindungan Adat Istiadat dan Lernbaga Adat,

Pemerintah Daerah dan Perner intahan Desa menunjang tersedianya sarana

dan prasarana untuk kegiatan Lernbaga Adat.

•

Pasal 12

Pernberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan perl'indungan terhadap

Adat Istiadat dan Lernbaga Adat di daerah diarahkan kepada hal-hal sebagai

ber ikut :

(1) Agar Adat Lstiadat dan Lernbaga Adat testari, kukuh dan dapat

ber per a 11 a kt if da 1am peru ba ngunan.
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(2) Melindungi terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah baik dalam

;. upaya mernperkaya kebudayaan daerah rnaupun dalam rangka

mernperkaya khasanah Kebudayaan Nasional.

(3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang Kebudayaan

Nasional dengan nil ai-ni lai luhur dan beradab agar mampu menyaring

secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerirna nilai-

nilai positif dan me no lak ni lai-ni lai negatif.

(4) Terwuj udnya kondisi yang dapat rr.endorong peningkatan peranan dan
fungsi Adat lstiadat dan Lembaga Adat dalam upaya :

.'

" a. Meningk atkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat

jati dirt dan kepribadian ban.gsa.

b. Meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial,

menghargai prestas i, berani bersaing, mampu bekerja sama dan

menyesuaikan diri serta kreatif untuk rnernajukan kehidupan diri

pribadi secara so sial dan memajukan masyarakatnya.

.
•

(5) Mendukung dan berpar itis ipasi aktif dalam menunjang kelancaran

penyelenggaraan perner intahan, pelaksanaan pembangunan dan

pernbinaan k ernasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di

Daerah terutarna di Desa.

,.,'

,

Pasal 13

(l)
1

Pemberdayaan, Pelestar ian, Pengembangan Adat Isti adat dan Lembaga

Adat yang masih nidup tetapi mengalami kemerosotan.

(2) Dalam me lakukan, Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat

lstiadat dan Lernbaga Adat harus mendorong terciptanya :

-

'.
a. Sikap demokratis adil dan objektif dikalangan aparat pemerintahan

dan masyarakat seternpat.

b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh ni lai-rulai budaya daerah

lain dan budaya asing yang positif.

c. Integr itas Nasional yang makin kukuh dengan Kebhinekaan

Bangsa .•
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BAB VII

'PENE'r AP AN DAN' PERUBHAN WILA YAH ADAT

Pasal 14

(1 ) Penetapan Wilayah Adat yang dikuasai masyarakat adat secara turun

ternurun yang mempunyai batas-batas yang jelas dan pasti, diakui
i,

oleh pernerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai Adat

.'.

I

Istiadat, dan kebiasaau-kebiasaan yang berlaku.
,

(2) Apabila Wilayah Adat yang dikuasai secara turun temurun terkena
,

..

rencana pembangunan oleh pihak Pemerintah dan swasta. harus

mendapatkan penggantian yang waj ar berdasarkan kesepakatan antara

Lembaga Adat dan pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang

berlaku ..

(3) Perubahan Wilayah Adat karena pembangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat 2 dan faktor-faktor alam lainnya akan dimusyawarahkan

antara Masyarakat Adat, Lembaga Adat dengan Pemerintahan Desa

dan Bupati.

I BAB VIII

SUMBER KEKAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal tS

- (1) SU111ber Kekayaan Lernbaga Adat terdiri dari :

a. Harta Kekayaan Lembaga Adat yang tidak bergerak seperti

- bangunan, rumah adat, tanah Adat termasuk kekayaan yang ada

di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

b. Bantuan dari Pernerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan

Desa.
c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Kekayaan Lernbaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan
untuk Pemberdayaan, Petestarian, Pengembangan Adat Istiadat guna

me ni ngkat k an kesej ahteraan masyarakat.

1 1
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BABIX

PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN ...,
..

Pasal 16

(.1) Dal am r augk a 111~\111dur\g1 Adat Isviadat dart Lembaga Adat maka

Pemerintah dan masyarakat berkewaj iban menghormati dan

mel estar ikan sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun

khasanah kebudayaan nasional.

(2) Untuk merne lihar a kekayaan Lembaga Adat maka Pemerintah dan

masyarakat berkewaj iban rnerestarikan semua asset yang dimiliki

Lembaga Adat ter masuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki

ni lai sejarah. , .

BAB X

PE'-MBIA YAAN

~,

Pasal L7
.,

Guna rnenunjang keberhasi lan Pemberdayaan, Pelestarian, Pelestarian

Pengernbangan Adat Istiadat dan i..embaga Adat Bupati berkewajiban

menganggarkan dana yang mernadai melalui APBD Kabupaten.

BAB VI.-
KETENTUAN PERALIHAN

1 Pasal 18

(1) Pada saat mulai berlakunva Peraturan Daerah ini , semua Peraturan•

Pelaksanaan yang telah ada mengenai Pemberdayaan, Pelestarian,

Per liundungan dan Pengernbangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur tetap berlaku selama ketentuan

baru berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan dan

sepanjang Peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Daeran

In 1.
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Bub VII

, ,

Pasal 19

(1) De n gan be rlak unya Per aturan Daer ah ini maka s ernua keternuan

Peraturan Daerah mengeriai Pernberdayaan, Pe lestar ian, Perl indungan

dan Pen ge m ban ga n A d a tIs t ia d a t dan L e Inbag a A d a t d a 1a In wi jay ah

Kabupaten Kutai Ti Inur yang bertentangan dengan Peraturan Daerah

in i dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ha l-ha 1 yan g be 1urn d iat IIr da Iam Peratur an Daerah i1-1i se panjang

In eng en a I pel a k san a a 11ny a a k and iat uri e b ih 1an jut d a 1a rn K ep II t I", san

Bupat i.

(3) Pe ratur a n Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan, agar

set ia p orang m e ng etahui nya , me rner intahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten
"

K uta i 1" iIn u r .

Di sayahkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

'3U PA TI KUT AI l.'IMUR,

--- Ttd

DRS.I-I.A "VANG FAROEK ISHAK, MlVl. Msi

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggai 17 September 2001

SEKRET AI{IS KABlJPATEN,

.,
Drs. I~l. D Y BA SR UN G A'M AS l\'l Sc

Pembina TK. I
NIP. 010057 173

"
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